BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARRU

Alamat  : JL. H. M. Saleh Lawa No. 19 Barru Kabupaten
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Lampiran L -

Hal : Imbauan

Yth, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru

Di-

Barru

A. Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024
tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun
2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang
terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif:

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020
tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota:

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum:;
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10
Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024;



10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis
Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024,

12. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 60/PUU-XXI1/2024;

13. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 70/PUU-XXI1/2024;

14. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1692/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal
Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses
pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2024, maka Badan
Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Barru menyampaikan kepada KPU
Kabupaten Barru dalam hal pengawasan Dokumen Persyaratan Calon untuk subtahapan
pendaftaran pada tahapan pencalonan agar dilaksanakan sesuai dengan tata cara,
prosedur, atau mekanisme yang diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

C. Memastikan KPU Kabupaten Barru memperhatikan dan mencermati dokumen persyaratan
calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan
Bahwa dalam rangka memastikan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem
ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan
kepastian hukum yang efektif dan efisien di Wilayah Kabupaten Barru. Maka Badan
Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Barru mengimbau untuk memastikan
hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru memperhatikan Pendaftaran
Pasangan Calon disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan
Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2024 sesuai PKPU
Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

2. Memastikan Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:

a. surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai
bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)
huruf a, huruf b, huruf f, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf g, huruf r, huruf
s, Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) huruf a dan huruf d, serta sebagai bukti
pernyataan bersedia dipublikasikan informasinya sepanjang tidak bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan, menggunakan formulir Model
BB.PERNYATAAN.CALON.KWK;
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b. surat keterangan:

1. hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas
penyalahgunaan narkotika dari tim yang terdiri atas dokter, ahli psikologi,
dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkotika, psikotropika, prekursor, yang ditetapkan oleh KPU Provinsi
atau KPU Kabupaten/Kota sebagai bukti pemenuhan syarat calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e;

2. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang
wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan
terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik
bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi
media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai bukti
pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)
huruf f;

3. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang
wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti
pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)
huruf g;

4. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat
keterangan catatan kepolisian, sebagai bukti pemenuhan syarat
calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf h:

5. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau
secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan
keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya
meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf j; dan

8. tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya
meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf k;

c. surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang
memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan
persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf i;

d. fotokopi:

1. ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau
sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti
pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)
huruf c;

2. kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima
penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan waijib
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pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir
yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan
pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan

terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf I; dan
3. KTP-el dengan NIK;
e. daftar riwayat hidup calon menggunakan formular Model
BB.RIWAYAT .HIDUP.KWK yang dibuat dan
ditandatangani:
1. oleh calon perseorangan; atau
2. calon yang diusulkan dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai
Politik Peserta Pemilu oleh calon, Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau
Pimpinan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
f. pas foto terbaru Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan
Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota: dan
g. naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon.

3. Selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Gubernur dan
Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan
Calon Wakil Walikota harus menyampaikan surat keterangan sehat jasmani dan rohani.

4. Surat keterangan catatan kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka
4 dikeluarkan oleh Kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan mengenai formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran VIIi yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

6. Ketentuan mengenai formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.KWK sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

7. Calon dengan status terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana
kealpaan atau tindak pidana politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf
f harus menyerahkan:

a. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan

b. surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan
terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

8. Calon dengan status mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)
huruf f harus menyerahkan:

a. surat dari pemimpin redaksi media massa harian local sesuai daerah calon yang
bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada dewan
pers, yang menerangkan bahwa calon telah secara jujur atau terbuka
mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidananya
dengan disertai buktinya;
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b. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan, kepala rumah tahanan
dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa calon yang
bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku
kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan
administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang hukum dan hak asasi manusia;
salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai
pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
9. Memastikan KPU Kabupaten Barru memperhatikan pasal 23 yang berbunyi :
Calon yang menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota,
atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (2) huruf o harus menyerahkan:
a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil
Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang tidak dapat ditarik kembali: dan
b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang
berwenang.
Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan:
a. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan
pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
b. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.
10. Memastikan KPU Kabupaten Barru memperhatikan pasal 24 yang berbunyi :
Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf q harus menyerahkan:
a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota
DPRD yang tidak dapat ditarik kembali; dan
b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang
berwenang.
Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan:
a. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan
pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
b. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.
11. Memastikan KPU Kabupaten Barru memperhatikan pasal 26 yang berbunyi :
Calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 ayat (2) huruf r, harus menyerahkan:

a. bukti tertulis laporan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf ¢, diserahkan pada saat:
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1. penyerahan dokumen syarat dukungan bagi calon perseorangan; dan
2. pendaftaran Pasangan Calon bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik
Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;

b. surat pernyataan pengunduran diri sebagai aparatur sipil negara yang tidak dapat
ditarik kembali; dan
c. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang
berwenang.
Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan:
a. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pernyataan
pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan
b. surat keterangan bahwa pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.
12. Meindaklanjuti masukan, saran perbaikan, rekomendasi dan/atau putusan pengawas
pemilu/pemilihan atas temuan atau laporan dugaan pelanggaran pemilihan pada
tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2024.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan
kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan:
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.
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